
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 04 TAHUN 2OO9

TENT4NG

PERUBAHAN PERTAMA QANU"N NOMOR 2 TAHUN 2OO8

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PER.WAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAH IRRAH MANIRRAH IM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang
BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa untuk kelancaran serta
menghindarl terjadinya tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas Pokok dan
fungsi pada satuan kerja perangkat
daerah, maka dipandang perlu diadakan
perubahan dan penyesuaian beberapa
Fasal yang tersebut dalam Qanun Nomor
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud Pada huruf a,
perlu menetapkan dalam suatu Qanun.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Feraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas pndang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentanE Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negarc
Republik Indonesia Tahurn 1999 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 772; Tambhan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

2.

3.

4.

5.



11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2007 Nomor 3.

Dengan persetuJuan bersamp
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan
BUPATI ACEH SINGKII

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PERUBAHAN PFRTAITIA QANUN NOMOR 2
TAHUN 2OO8 TENTANG ' SUSUNAN
ORGAI{ISASI DAN TATA KERTA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKITAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretiariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) huruf a
dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b,

diubah dan ditambah yakni Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, ayal (21huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf a dan huruf b,

ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (5) huruf a dan huruf b,

sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
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BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKITAT{ RAKYAT KAB,UPATE N

Bagian Peftama I

Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :

a. Bagian Persidangan;
b. Bagian Umum;
c. Bagian Keuangan; dan 

1d. Bagian Perundang-unda'ngan.

(2) Bagian Persidangan, terdlri dari :

a. Sub Bagian Rapat dan Risalahi
b. Sub Bagian Humas dan Protokgler; dan
c. sub Bagian Bantuan Administrasi Fraksi dan Komisi.

(3) Bagian Umum, terdiri dari :

a, Sub bagian Tata Usaha; dan
b. Sub Bagian Rumah Tangga.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari :

a. Sub bagian Anggaran;
b. Sub bagian Perbendaharaan; dan
c. Sub bagian Akutansi.

(5) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan dan Penegakan Hukum; dan
b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi.



Pasalll

@nun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan'

Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
eanun inl dengan p"h"*pat"inya daiam Lembaran Daerah Kabupaten

Aceh Singkil. ,

DitetaPkan diSingkil

Pada Tanggal
2009 M

1430 H

SINGKIL

vd

Diundanskan o, .,n)ifl w
Pada Tanggal

2009 M

1429H

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OO9 NOMOR

DAERAH
lcEH slNGKll,
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2OO8

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMI!-LAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHI\,1AT ALLAH YANG MAHA KUASA

b.

2.

BUPATi ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah Ciubah dengan Undang-
Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tdhun 2006
tenlang Pemerintahan Aceh, serta peraturan
Pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
menata kembali Susunan Organisast dan Tata Kerja
SekretariaL Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupa[en Aceh Singki] yang
sesuai dengan karakteristtk, potenst dan
kemampuan daerdh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam
suatLr Qanun.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinst Atjeh dan
Perubaha n Peraturan PembentLrkan propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Rep!blik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor
1103 );
Undang-Lrnddng Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 48,



7.

B.

9.

Tambahan Lernbaran Negara Republrk Indonesia
Nomor 3827)j

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas undang undang Nomor B Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor i69, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3890);

-l:JenE-Unoeng Nomor 44 Tahun 1999 tentang
lenyeienqEarcan Keistimewaan Propinsi Daerah
rsrir,e'va Aceh (Lembaran Negara Republik
,i:icnesi- -iehun 1999 Nomor 172; Tambahan
lembai3n Negara Republik indonesia Nomor
3893);

UndanE-Urian! Nomcr 10 Tahun 2004 tentang
Pemben:ukan P:ratrran Perundang-undangan
(Lenrbaran Negaia R.ecubiik rndonesia Nomor 53,
Tambahan Lelnbar-n Neqaia Republrk Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomo,- 32 :ahun 2004 rentang
Pemerintahan Daerah sebegairiana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 -fanuir 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Norncr 32 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NeEara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s48);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanqan Keuangan antara Pemeriniah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

undanq-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerjntahan Aceh (Lembaran Negara Repubik
Indonesla Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negdrd Repub ik Indonesia Nornor
463 3 );
Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007
tentang Pembagian LJrusan Pemeritahan, Antara
Pemerintah, Perneritahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.
Tambahdn Lembaran Neqara Republik Indonesia
Nomor 4737);



10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesid Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negdrd Republik Indonesia
Nomor 4741);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanqqroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nornor 3.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMIJTUSKAN:

f4enelapkan: QANUN TENTA.NG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAER,AH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da am Qanun rnj yenE o;maksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kebupaten Aceh SinEkii

b. Pemerintah Kabupaiei', yang selanjJiriva aiseoL,i Defirerintah
Kabupaten Aceh Singkii adalah uns..'jr Derryeierggeia reiieiiitlahan
daerah yang terdiri atas BuDatt/Uja<il Bij.rair a-.1 Saiuan Keqa
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

c. Bupati/Wakrl Bupa[i ada ah Kepaid Pemerjniah Kabuparen Aceh Singkil
yang dipilih mela ui suatu proses demokratis yang ditakukan
berdasarkan asas langsLrng, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Kdbupaten Aceh Singkil yanq selanjutnyd
disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemeflntahan KabLrpaten
yang anggotanya dipilih rnelalui pemilihan umum;

e. Qanun Kabupaten adalah Peraturan perundang-Lrnddngan sejenis
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil;

l. Sekretariat Daerah yang selanjuLnya disebut SETDA adalah Sekretaridt
Daerah Kabupdten Aceh Singkil;

g Sekretafls Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Singkil;



h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rdkyat Kabupaten yang selaniutnya
disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil KetLla Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil,

i. Sekretariai Dewan Perwakilan RakyaL Kabupaten yang selanjuInya
cjisebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaien Aceh Singkil

I. Sekretaiis Der.ran Perwakrlan Rdkyat Kabupaten yang selanjutnya
disebJi Sekreiei-is DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kaoupaieir Aceh Singkil.

<. Aslsiea Sekieiaris Daerah yang selanjutnya disebut Asrsten adalah
l€isiei Sekietaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

. 3ag;ail -Ja,ah Bagian pada Sekretafldt Daerah dan Sekretariat Dewan
P..,rekila. Rakyat KabLrpaten ;

E- 5uc 3.Eian adalah Sub Bagian pada Sekre[ariat Daerah dan
S=lie:-iiat Devran Perwakilan Rakydt Kebupdten ;

.. S-.:: ini: Bupati adalah Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah
<ebr5aien Aceh Singkil; dan

.. <e:r-pck Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan lungsional
.eia Sekretariat Daerah dan Sekretariat De,ilan Perwakilan Rakyat
<-cJpeien Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

DenEan Qanun ini dibentuk I

i. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA
2. SLrsunan Organrsasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunan dan Kedud ukan

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi SEIDA terdiri-dari 3 (t'gd) Asisten dan I

(delapan) Baqian;
(2) Asisten sebagaimana dlmaksud pada pasal 3 ayat (1) terdirj dari:

a. AsisLen Pemerintahan;
b. Asisten Ekonomi dan Pembanqunan;
c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah:
a. Bagian Tata Pemerjntahan;
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

(11) Bagian Humas dan Prolokol terdrri dari:
a. Sub Bagian Humas;
b. Sub Bagian Protoko;
c. Sub Bagian Sistem Informasi lvlanajemen.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

i2)

Pasal 5

S-DA merupakan unsur staf Bupati;

S:TDA mempunyar tugas dan kewajiban membanLu Bupati dalam
ea\/usun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan

,enib3qe teknrs dderah;

S::D: Calarn melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
:iI-<sirc p-da ayat (2) menyelenggarakan lungsi:

=- ;3;yusi.na:1 kebrjakan pemerintahan daerah;
r pei:a3ii:tasian peiaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga

: ::-ia:=!a- ian evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

:. :3-<s:-==_:J;=s e;n yanE diberikan oleh Bupatt sesuai dengan

:=1 j::i:nqeing ja",sab kepada

: -=<i-:
=::s Ls!

:-.3= -Ya: :2) dranEkat dan
ar SJeair

tas-, €

:1, i.sisien sebagaimana dimaksuc pada pasal 3, berada dibawah ddn
oertanggung jawab kepada SEKDA.

(2) Sagian-bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagetmane dimaksud pada pasal 4,
dipifnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dt bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bldang
tugasnya.

::ie:_eiii;<an cieh Giae..i-



c. Bagian Perekonomian;
d. Bagian Administrasi Pembangunan;
e. Bagian Kesejahteraan l"lasyaiakat;
i. Bagian Organrsasi;
g. Bagiai Jmum;
:r. 3aE;an :1Li:s :ai '-o.JkL .

(.i) S.ar Ahlij

i5) Kelcc'pck ldbatan Fungsionaj;

Pasal 4

ii) Asisien Pen'rerintahan terdiri Caril
a. Bagian Tata Perrerintahan;
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi ilar,us:e I

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan lercLr, aai:
a. Baqian Perekonomian;
b. Bagian Administrasi Pembang!nan;
c. Bagian Kesejahteraan Masyarakal.

(3) Asisten Adminisrasi lJmum terdiri daril
a. Bagidn Organisasi;
b. Bagjan Umum;
c, Bagian HLrnJs ddn Proto/ol.

(4) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Deera:;
b, Sub Bagian Pemerintahan Muktm, Kampi'jng d-;i :erai:an

Perangkat Pemerintahan; dan
c. Sub Bagian Keagrariaan

(5) Bagian Hukum dan Hak Asasi l4anusia terdiri dan:
a, Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b, Sub Bagian Bantuan Hukum dan ppNS;
c. Sub Bagian Dokurnentasi, Sosialisasi Hukum dan lja( Asa:l

N4a nusia.

(6) Baqian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan program;
b. 5ub Bagian AdmintsLrasi Pembangunan Sarana dan prasarana;
c. SJb Bag an Pengcndd ,an, Lvaluasi dan pelaporan.

(7) Bagian Perekonomian terdiri dani
a. S ib Bagian Produksi dan lnvestasi;
b. SUD Bagian Sumberdaya dan poLensi Daerah;
c. SLb aagiar Promosi da.l kedasarra.

(8) Bagian Keselahteraan lvasyarakat terdirj dari:
a. Sub Bagian Kesejahteraan RakyaU
b. SLrb Bagian Penanggulangan t4usibah dan Bencana;
c Suo Eagian Keistimewaan Aceh.

(9) SaEran Organrsasi terdiri dari :

a. Sirb Bagian Kelembagaan dan Analisrs labatan;
.. Sul Bagian Kepegawaian;
c. SLb 6:9'an Tatalaksana, AKip dan perpustakaan.

'::l 3ef :- , ':-:-- ie:aiil a.r].



Pasal 11

UnLuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10,
Sekretariat DPRK rnenyelenggarakan fungsi I

a. penyelenggaraan administrasi kesekretanatan DPRK;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DpRKj
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yanq diperlukan oleh

DPRK.

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan ldinnya yang diberil<an oleh bupatr
sesuai CenEan bidang tugasnyd.

BAB V
STAF AHLI

pasai 12
(i) B.rp.t' .a aii i.e;aksanakan tllgasnya dibantu StarAhli;
(2) S:. -i i ssr-gain:ane c:m-ksrd dalanr ayat (1) terdjfl dari 5 (lima)

S:-i;:' ;

(3) S=:;..' aian,ck3i dan oibernentikdn oleh Bupati dari pegawai Negeri

'i :;f,ir=i<jaiu.. tugas dan fungsi Siaf Ahli Bupatt ditetapkan oleh
aipai: C: iuar iuqas dan Fungsi perangkai daerah; dan

j. S=i Ahli dalarn pelaksanaan tuqasnya secara administratif
a:kcc-iinasikan oleh SEKDA,

BAB VI
Kelompok Jabatan Funqsional

pasal 13

Kerompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebaqian
:rg:s PemericLah Daerol- sesJdi delgdl keah,,an odn <eo,Llran.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 3, terdiri-dari
sejumlah tenaga, dalam jenlang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Seliap kelompok sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), dipinrpin
oleh seorang tenaga fungsional senjor yang dlt!njuk oleh supaii, dan
bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRK;

(3) Jumlah labatan Fungsional sebagaimana dimaksud daam aydt (1),
ditenlukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjd; dan



BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Bagian Peftama
Susunad dan Kedudukan

Pasal 7
(1) Susunan OrEanisasj Sekretai-iat DPR.K, ierdrri dari I

a. Sagian ljrnum;
b. Bagidn Persidangan dan Risalah ;
c. gagj-r <euangan;

(2) Eagian [-imLrm, terdiri dari I

a. SLb Dagian Tata llsaha;
-. Si! caqian Urusan Dalam;

i3) 3-glan P=rsidangan dan Risalah, Lerdiri dari :

-- 5ub cagian Persidangan;
r. Sub Bagran Risalah.

ai) Bagian Keuangan, Lerdiri dari :

a. SLrb baqian Anqqaran;
b. Sub baqian Perbendaharaan.

Pasal B

(1) Sekretariat DPRK ada ah unsur pelayanan terhaddp DPRK; dan
(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara

teknis operasiona berada di bawah dan berianggunE jawab kepada
Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung ja!\ab kepada
Bupati meJalui SEKDA.

pasal 9

(1) Bagian-Bagian sebagaimana dirnaksud pada pasal 7 dipimpin cleh
seorang Kepala EaEian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRK;

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 7
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bdgian sesuai dengan bidang
tuqasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRK mernpunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, admtnistrasi keuangan. mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRK, dan menyediakan sertd mengoordinastkan tenaga;hli
yang diperlLrkan oleh DpRK sesuai dengan kemarnpuan keuangan dJerah.



(2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk
mewakilinya;

(3) Dalarn hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhdlangan, nraka SEKDA menunjuk salah seordng KepaLa Bagtan
untuk mewakilinya;

iq) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, rnaka Sekretaris DPRK rnenunjuk salah seorang Kepala
Bagran untuk mewakilinya.

Pasal 21

:.::s c6sar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing
:=ja.ei dalam lingkungan SETDA dan SekreLariat DPRK dapat
-,.araal:gesikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
s::::=ket dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

S.;.la biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan
S.<ieiaflat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
-a-5i.raten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan
:=-:iuran Peru ndang-u ndangan_

BAS X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
::r.ian iugas pokok dan Fungsi pemangku jabatan struktural sarnpai
::ligan eselon III diatur dengan Peraturan B!pati;
llrcian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV diatur
a:ngan Peraturan Bupati;
J:a:an labdtan pemangku jabatan slruktural dan Non Struktural
!i:i!m cjialur dengan peraturan bupati; dan
e.Een Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DpRK merupakan
:-gian lak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Q=run ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

pasal 24

:::=.jarg belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka
i=; -=i-kegratan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesL.lai dengan
<::.-E<ai ur.ipati
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(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimarl dimaksud dalam
ayat (1),diatur sesr-rai dengan peraturan perundang-undangan yang
bedaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Asisten diangkat dan drberhentikan oleh Bupati setelah melakukan

korisultasi oengan gubernur;
i2) Stai Ahlr, Kepala Bagian dan KepaLa Sub Bagian diangkat dan

c:r:ii_,eniiKan oleh BupaLi;
:-11 S=kie:aris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah

.-.<cnsuliasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 16

--sl-.-lji,suj- Iain di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diangkat dan
:..€iie:tikan oleh SEKDA alas pelirnpahan kewenanqan dari Bupati;

Pasal 17

le:i_a.t kepangkalan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesLrai dengan
r=iai!:an Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

:-e;cn iabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRA adalah sebagai beriku[:

-- S-KDA Eselon II. a;

: Asisien, StafAhli dan Sel<retaris DPRK Eselon iL b;

: Kepala Bagian Eselon IIL a; dan

:- Kepala Sub Bagian Eselon IV. d

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Stal Ahli, Sekretaris
DPRK/ Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wdjib menerapkdn
prinsjp Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen rnaupun
antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tLrgas pokok masing-
mdsing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasl drlingkungan SETDA dan
Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

(1) Dalam hal Bupati /Wakil Bupati lidak dapat menj-lankan iugasnya
karena berhalangan, SEKDA meakukan tugas-iuEas Buparj sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang Deriaku ;



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ha -hal yang belum diatur dalani Qanun ini, akan diatur kemudian dengan
Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksandannya dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketenLuan yang bertentangan
dengan Qanun inr dinyatakan tidak berlaku lagl.

pasal 27
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seLiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkll

UARI 70

19 IANUARI 2OO8 I\4

1O M UHARRAIY 1429 H
i

ACEH SrN-GK|L {/
Fr"- -qi..... ,-
RSYAH PLJTRA

oada ia
UHARRAIY 1429 H

PATEN ACEH SINGKIL

)*."-

LEI4BARAN DAERAH KABUPAIEN ACEH SINGKIL 2OO7 NOIYOR 158

FlDv./

ll

$
o

fo'

Diundangkan diSingkil



BAGAN STRU KTIJR ONGANISASI OAN TATA KERJA

SEKRETARIAT OAERAII I(ABI.JPATEN ACEH S ING KIL

LAMPIMN I QANIjN KABUPATENACEI] S NGKIL

NOI',!OR : 2TAI1LJN2008

TANGGAL : 1S JANI]AR 2OO3

1O MUIIARRAM I429 H

BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

''--1

I

I

I

I

WAKIL AUPATI



BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN

PE]\,1ERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
Nol'rloR
TANGGAL

OANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
2 TAHUN 2OO8

19 JANUARI2OO
l0 tvuHARMM 1429|t

SEKRETARIS DEWAN


